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Abstrak – Proyek reklamasi teluk Jakarta adalah proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah 
DKI Jakarta. Proyek ini menuai permasalahan di masyarakat. Permasalahan reklamasi teluk 
Jakarta mencakup aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pertahanan dan 
keamanan. Melihat perkembangan lingkungan strategis yang dinamis senantiasa membawa 
perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan 
dan keamanan negara. Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan adanya gap antara 
pemerintah dan masyarakat terkait dengan proyek reklamasi. Selain itu, perencanaan proyek 
reklamasi dinilai pro investor dapat dilihat sebagai suatu potensi ancaman terhadap pertahanan 
keamanan negara dan persatuan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh reklamasi 
teluk Jakarta yang merupakan kebijakan pemerintah terhadap aspek keamanan maritim di Ibu 
Kota Jakarta dan kaitannya dengan keamanan nasional. Penelitian menggunakan metode 
kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka 
yang dianalisis dengan pendekatan Miles and Huberman. Teori yang digunakan adalah konsep 
keamanan nasional, teori seapower dan teori keamanan maritim. Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang reklamasi teluk 
Jakarta berbeda-beda. Ada yang mendukung (pro) dan ada yang menolak (kontra). Adanya isu 
politik terkait dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta memberikan pengaruh terhadap persepsi 
masyarakat tentang reklamasi teluk Jakarta. Reklamasi teluk Jakarta juga berpengaruh terhadap 
keamanan maritim yaitu pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. 
Adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu dalam pembuatan perencanaan reklamasi teluk 
Jakarta harus melibatkan seluruh aspek dan multistakeholder yang bertujuan untuk kepentingan 
umum. Selain itu, pentingnya aspek pertahanan keamanan khususnya keamanan maritim dalam 
perencanaan reklamasi teluk Jakarta.  
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Abstract - Jakarta’s Coastal Reclamation Project is one of projects which undertaken by the local 
government of DKI Jakarta. This project leads an issue among communities. The issue impacts to 
several aspects such as environmental, social, economic and defense and security aspect. The 
geopolitics and geostrategic condition could give complex threats to the states. Based on the 
background of the problems, researcher has founded a gap between the government and the 
communities associated with this reclamation project. In addition, this project is also considered as 
pro investor and would be a potential threat for state’s defense and national unity. The purpose of 
this study is to examine the effect of reclamation of Jakarta’s Coastal from maritime security’s 
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perspective. Researcher used qualitative methods by using data collecting, interviewing, and 
literature study tehnique by using Miles and Huberman approached. The theory which being used are 
concept of national security, seapower, and maritime security. As a coclusion, this thesis figured out 
that there are vary perceptions regarding this reclamation issue, some of it are pros and cons. This 
vary perceptions is related to the election of the Governor of DKI Jakarta. Jakarta’s coastal 
reclamation also impacts to maritime security, such as environmental, social, economic and defense 
and security aspect. Suggestion from this study is about reclamation plan making have to be more 
transparant and involve all aspects and multistakeholder which aim for public interest. In addition, 
the importance of defense and security aspect, especially maritime security for reclamation plan. 
KeyWords: Jakarta’s bay reclamation, maritime security, national security 
 
 
Pendahuluan 
erkembangan lingkungan 
strategis yang dinamis 
senantiasa membawa 
perubahan terhadap spektrum ancaman 
yang kompleks dan berimplikasi terhadap 
pertahanan dan keamanan negara. 
Beberapa perkembangan lingkungan 
strategis yang harus diwaspadai terkait 
dengan pertahanan dan keamanan 
negara yaitu kebijakan strategis Amerika 
Serikat di kawasan Asia Pasifik dan 
dominasi ekonomi Cina di Asia. Selain itu, 
populasi manusia di dunia yang sudah 
mencapai 7,6 miliar jiwa menjadi 
tantangan sendiri bagi setiap negara 
untuk memenuhi kepentingan 
nasionalnya. 
Salah satu kepentingan nasional 
setiap negara yaitu kepentingan terhadap 
sumberdaya alam. Lambat laun 
sumberdaya alam di dunia akan semakin 
berkurang dan menipis. Adanya 
kepentingan negara-negara lain terhadap 
sumberdaya alam akan mendorong 
terjadinya bentrokan dengan 
kepentingan nasional Indonesia sehingga 
cepat atau lambat akan muncul ancaman 
terhadap keutuhan wilayah, penegakan 
kedaulatan negara dan keselamatan 
bangsa. Ancaman yang bersifat kompleks 
ini terbagi menjadi ancaman yang bersifat 
militer, nonmiliter (nirmiliter) dan hibrida 
(campuran ancaman militer dan 
nonmiliter).4 
Jika melihat konteks geopolitik, 
posisi Indonesia yang merupakan negara 
dengan wilayah laut yang besar dan luas 
maka upaya mengamankan dan 
menguasai wilayah laut menjadi penting. 
Indonesia memiliki posisi strategis yaitu 
berada diantara dua samudera (Samudera 
Pasifik dan Samudera Hindia) dan dua 
benua (Benua Asia dan Benua Australia). 
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Letak geografis ini memberikan 
konsekuensi tersendiri bagi Indonesia. 
Konsekuensi positif dari letak geografis 
ini yaitu kekayaan alam dan 
keanekaragaman hayati laut yang 
melimpah, sumberdaya mineral, 
sumberdaya energi terbarukan (cahaya 
matahari, arus, gelombang, pasang surut, 
angin), jalur penting pelayaran 
internasional (ALKI I, II, III), potensi 
wisata bahari dan pengaruh secara 
geopolitik di Asia, Australia, Samudera 
Pasifik dan Samudera Hindia. Konsekuensi 
negatif atau tantangan posisi Indonesia 
yaitu rawan terhadap ancaman kejahatan 
karena wilayah Indonesia sebagai negara 
kepulauan bersifat terbuka, persaingan 
global, pelayaran yang ada di wilayah 
Indonesia berpotensi menyebabkan 
masalah keamanan seperti perompakan, 
penyelundupan, imigran ilegal, IUU 
Fishing, dan pencemaran laut. 
Saat ini Indonesia sedang 
menjalankan visi Poros Maritim Dunia 
dalam upaya mewujudkan tujuan nasional 
melalui pengelolaan laut. Poros maritim 
adalah sebuah gagasan strategis 
Indonesia untuk lebih melihat laut 
sebagai sebuah potensi untuk 
membangun Indonesia menjadi negara 
maju. Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 
2017 tentang Kebijakan Kelautan 
Indonesia disebutkan bahwa visi Poros 
Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia 
untuk menjadi sebuah negara maritim 
yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta 
mampu memberikan kontribusi positif 
bagi keamanan dan perdamaian kawasan 
dan dunia sesuai dengan kepentingan 
nasional.5 
Salah satu poin penting dalam visi 
poros maritim adalah terkait dengan 
pengelolaan sumberdaya laut. 
Pengelolaan sumberdaya laut penting 
untuk meningkatkan perekonomian dan 
kesejahteraan bangsa. Selama ini 
kekayaan laut Indonesia yang melimpah 
belum terkelola dengan maksimal. 
Pengelolaan sumberdaya laut ini tertuang 
dalam UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 
27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 
Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
sebesar-besarnya untuk kemakmuran 
rakyat. 
Salah satu wilayah laut yang 
memiliki nilai ekonomi penting adalah 
teluk Jakarta. Teluk Jakarta adalah 
wilayah dengan lalu lintas pelayaran 
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terpadat di Indonesia. Kegiatan yang 
dilakukan di teluk Jakarta tidak lepas dari 
kebijakan pemerintah DKI Jakarta. Salah 
satu kebijakan pemerintah DKI Jakarta di 
wilayah teluk Jakarta adalah reklamasi. 
Reklamasi teluk Jakarta menuai polemik 
di masyarakat karena ada permasalahan 
dalam pelaksanannya. Permasalahan ini 
terkait dengan perijinan dan pelaksanaan 
yang berdampak negatif pada lingkungan 
dan masyarakat pesisir. Reklamasi 
merupakan program Pemerintah Daerah 
Provinsi DKI Jakarta yang sudah dilakukan 
sejak era pemerintahan Presiden 
Soeharto. Pada saat itu, untuk pertama 
kalinya reklamasi Pantura diatur dalam 
Keppres Nomor 52 Tahun 1995. Dalam 
Keppres tersebut dijelaskan bawa 
kewenangan reklamasi berada pada 
Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan ini 
tentunya akan memiliki konsekuensi pada 
aspek lingkungan, ekonomi, sosial, 
pertahanan dan keamanan DKI Jakarta 
sebagai ibu kota negara. 
Kebijakan reklamasi mendapat 
penolakan dari masyarakat karena 
berpotensi menyebabkan kerusakan 
lingkungan, merugikan kehidupan 
nelayan dan berpotensi mengancam 
pertahanan dan keamanan.6 Wilayah 
                                                          
6  Vera Wheni Setijawati, “Reclaiming Jakarta’s 
North Coast: Perspective from The Defense, 
reklamasi dikhawatirkan akan menjadi 
wilayah eksklusif sekelompok kalangan 
yang dapat membatasi akses publik 
dalam melakukan aktifitasnya di wilayah 
teluk Jakarta. Hal ini sudah terbukti 
dengan adanya beberapa insiden nelayan 
yang dilarang mendekat dan melintasi 
laut di sekitar pulau reklamasi. Kejadian 
serupa juga terjadi pada 17 Oktober 2017 
lalu saat reporter televisi swasta yang 
sedang meliput kegiatan reklamasi 
dihadang dan dilarang untuk tidak 
mendekat. Hal ini menimbulkan 
kekhawatiran di masyarakat, hak warga 
negara terbatasi dengan adanya 
reklamasi. Laut di teluk Jakarta 
merupakan perairan teritorial yang mana 
semua warga negara memiliki hak atas 
itu. Pihak keamanan pulau reklamasi telah 
melakukan kesalahan dengan membuat 
sekuritisasi sendiri. Pihak keamanan 
tersebut bukanlah pihak yang berwenang 
untuk melarang aktifitas masyarakat di 
teluk Jakarta. 
Atas terjadinya insiden tersebut, 
rencana pemerintah untuk membangun 
pulau-pulau reklamasi dikhawatirkan akan 
semakin banyak hak warga negara 
terbatasi karena itu. Dengan adanya 
                                                                                      
Security, and Constitutional Aspects”, Jurnal 
Hukum dan Pembangunan, Volume 47 Nomor 2, 
2017, 225-238, hlm. 7. 
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wilayah yang eksklusif (memiliki sistem 
keamanan sendiri) maka dikhawatirkan 
pihak pengembang di pulau tersebut 
tidak berkoordinasi dengan pihak 
keamanan laut sehingga dapat 
melemahkan pengawasan terhadap 
potensi ancaman kejahatan transnasional 
seperti penyelundupan narkoba melalui 
jalur laut dan potensi kejahatan lainnya. 
Saat ini ada 3 pulau yang sudah dibangun 
yaitu pulau C, D dan G. Sejak Desember 
2017 progres pembangunan pulau C 
sudah 40% dari total luas 276 ha, Pulau D 
sudah 100% dari total luas 312 ha dan 
Pulau G sudah 20% dari total luas 161 ha.7 
Reklamasi sebagai bentuk 
pengelolaan wilayah ruang laut harus 
memberikan manfaat bagi masyarakat 
maupun pemerintah. Kompleksitas 
permasalahan di ibukota jangan sampai 
meminggirkan kepentingan masyarakat 
kecil dalam pembangunan daerah. 
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan 
oleh orang dalam rangka meningkatkan 
manfaat sumber daya lahan ditinjau dari 
sudut lingkungan dan sosial ekonomi 
                                                          
7  “Nasib Pulau Reklamasi”, dalam Mata Najwa 
23 Januari 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=q8FDOGW
FguE diakses pada 16 Februari 2018. 
dengan cara pengurugan, pengeringan 
lahan atau drainase.8 
Tujuan pemerintah membuka 
sumber ekonomi baru dan revitalisasi 
kawasa dengan caa reklamasi tidak 
sepenuhnya didukung masyarakat. 
Terdapat gap antara masyarakat dengan 
pemerintah terkait reklamasi teluk 
Jakarta. Pemerintah berkeyakinan bahwa 
reklamasi akan berdampak positif bagi 
ekonomi dan untuk revitalisasi kawasan, 
sedangkan masyarakat meragukan 
langkah Pemerintah karena reklamasi 
akan berpotensi merusak lingkungan, 
mengancam kehidupan nelayan, 
berdampak negatif pada pertahanan 
keamanan dan dinilai hanya akan 
menguntungkan sebagian kelompok. 
Adanya pro kontra ini akan berdampak 
negatif dalam kegiatan bernegara. Perlu 
adanya solusi untuk menyelesaikan 
permasalahan ini. Jika permasalahan ini 
terus berlarut-larut dan tidak menemukan 
titik terang dikhawatirkan akan memicu 
konflik yang lebih besar sehingga terjadi 
ketidakstabilan pada cakupan lokal 
maupun nasional. 
Dari fenomena masalah, urgensi, 
relevansi dengan keilmuan keamanan 
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22 | Jurnal Keamanan Maritim | Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018 
maritim dan ketersediaan data maka 
peneliti merasa perlu mengkaji reklamasi 
dari perspektif keamanan maritim. 
Jakarta merupakan ibukota negara dan 
wilayah teluk Jakarta merupakan domain 
maritim sehingga penting untuk melihat 
lebih luas konteks keamanan maritim 
terkait adanya reklamasi. Peneliti 
mengambil judul: “Pengaruh Reklamasi 
Teluk Jakarta terhadap Keamanan 
Maritim dalam Mendukung Keamanan 
Nasional”. 
 
Metodologi 
Penelitian ini menggunakan metode 
kualitatif fenomenologi dengan 
pendekatan deskriptif analisis. Creswell 
mengartikan penelitian fenomenologi 
“whereas a narrative study reports the life 
of a single individual, a phenomenological 
study describes the meaning for several 
individuals of their lived experiences of a 
concept or a phenomenon”.9 Studi 
penelitian fenomenologi berfokus pada 
pengertian hakikat pengalaman/persepsi 
tentang sebuah penampakan atau suatu 
fenomena. Dalam penelitian ini, analisa 
data berupa pernyataan, makna-makna 
dan gambaran umum suatu pengalaman. 
Bentuk uraian dalam penelitian 
                                                          
9  John W. Creswell, Qualitative Inquiry & 
Research Design 2nd Ed, (2007), hlm.57. 
fenomenologi yaitu gambaran terhadap 
hakikat sebuah pengalaman/persepsi. 
Penelitian ini akan melahirkan suatu 
pemikiran filosofis mengenai sebuah 
konstruksi sosial. 
Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu 
wawancara dan studi pustaka. 
Wawancara dilakukan dengan melakukan 
tanya jawab secara langsung kepada 
informan yang berkompeten untuk 
mendapatkan data-data dan informasi 
terkait dengan reklamasi Teluk Jakarta 
dan keamanan maritim. Studi pustaka 
dilakukan dengan mengumpulkan data 
sekunder dari berbagai literatur naskah 
ilmiah, buku, jurnal, laporan penelitian, 
kebijakan pemerintah, Undang-undang, 
tulisan dan media internet. 
Fenomena atau objek penelitian 
yang dikaji dalam penelitian ini yaitu 
pengaruh reklamasi teluk Jakarta 
terhadap keamanan maritim. Reklamasi 
teluk Jakarta memberikan pengaruh pada 
kondisi ibu kota negara kedepan. 
Kebijakan reklamasi yang masih menjadi 
perdebatan masyarakat akan ditinjau 
pengaruhnya terhadap aspek keamanan 
khususnya keamanan maritim. Pengaruh 
reklamasi ditinjau dari perspektif 
keamanan maritim yang mengacu pada 
teori keamanan maritim Bueger (2015). 
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Konsepsi keamanan maritim Bueger 
dipahami dengan mengidentifikasi 
ancaman keamanan terkait dengan 
empat aspek besar yaitu: (1) marine 
environtment; (2) economic development; 
(3) human security; dan (4) national 
security. Hasil identifikasi ancaman 
keamanan maritim di teluk Jakarta 
kemudian dianalisis faktor penyebabnya 
dan upaya yang harus dilakukan yang 
selanjutnya dihubungkan dengan 
pengembangan reklamasi. Analisis 
pengaruh reklamasi terhadap keamanan 
maritim akan memberikan gambaran 
rekomendasi reklamasi teluk Jakarta yang 
dapat dilakukan dan mendukung 
keamanan nasional. 
 
Pembahasan 
Persepsi masyarakat tentang reklamasi 
berbeda-beda. Reklamasi teluk Jakarta 
sudah lama menuai pro dan kontra di 
masyarakat.10 Banyak persepsi dan 
penilaian masyarakat terkait kebijakan 
pemerintah ini. Setidaknya ada 3 
penyebab kenapa reklamasi dapat 
menyebabkan masalah.11 Pertama, 
                                                          
10 Ina M. Suryadewi, Edward & A. Sediadi, 
“Masalah Reklamasi Teluk Jakarta ditinjau dari 
Aspek Psikologi Lingkungan”, Jurnal 
Lingkungan & Pembangunan, Volume 18 (2), 
hlm. 145-163. 
11  Udjianto Pawitro, “Reklamasi Kawasan Pesisir 
Pantai: antara Pelestarian Lingkungan dan 
kegiatan pengembangan reklamasi masih 
kurang matang dalam tingkat kebijakan 
(policy). Kedua, langkah-langkah atau 
prosedur pengembangan reklamasi yang 
kurang/tidak sesuai. Ketiga, tata cara atau 
teknik pelaksaaan kegiatan reklamasi 
yang salah. Jika melihat 
permasalahannya, penyebab 
permasalahan reklamasi teluk Jakarta 
yaitu terkait dengan kebijakan dan 
prosedur yang dilakukan. Dalam hal 
kebijakan, reklamasi teluk Jakarta ada 
dasar hukum yang saling tarik menarik 
dalam hal kewenangan sehingga 
menyebabkan permasalahan secara 
birokrasi dalam pelaksanannya. Ada juga 
beberapa kebijakan yang seharusnya 
menjadi rujukan tetapi tidak dimasukan 
seperti Undang-undang terkait 
lingkungan hidup dan Undang-undang 
terkait pengelolaan wilayah pesisir dan 
pulau-pulau kecil. Dalam hal prosedur 
reklamasi teluk Jakarta dinilai abai dan 
tidak memperhatikan aspek lingkungan 
dan sosial dalam manterplan 
pengembangannya. Selain itu, terdapat 
kasus suap yang melibatkan pengembang 
dan pembuat kebijakan terkait reklamasi 
sehingga menimbulkan banyak 
                                                                                      
Ekonomi Kawasan”, Prosiding Temu Ilmiah 
IPLBI, 2015, hlm.2. 
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kecurigaan masyarakat terhadap proyek 
reklamasi. 
Persepsi masyarakat tentang 
reklamasi ada yang menolak dan ada juga 
yang mendukung. Masyarakat yang 
menolak reklamasi berpendapat bahwa 
reklamasi akan menyebabkan kerusakan 
dan berdampak buruk pada lingkungan 
dan menyebabkan turunnya pendapatan 
nelayan dari aktifitas melaut. Selain 
berdampak pada lingkungan, reklamasi 
juga berdampak pada aspek sosial 
ekonomi masyarakat pesisir. Masyarakat 
menilai reklamasi hanya untuk 
kepentingan sekelompok pihak dan 
bukan untuk kepentingan masyarakat 
umum. Dalam beberapa kasus, nelayan 
Pantura Jakarta merasa haknya sebagai 
warga negara untuk menikmati laut 
terbatasi dengan adanya reklamasi, 
nelayan juga kehilangan wilayah laut 
untuk mencari ikan dan area reklamasi 
mengganggu jalur pelayaran. Poin dari 
masyarakat yang menolak adalah 
reklamasi bukan bertujuan untuk 
menangani permasalahan di Jakarta 
tetapi justru akan menambah masalah 
baru. Masalah baru ini menjadi suatu 
ancaman tersendiri bagi nelayan. 
Keberpihakan pemerintah pada 
investor/pengembang hanya akan 
meminggirkan rakyat kecil melalui 
reklamasi yang dibungkus oleh 
pembangunan ekonomi. Dari segi 
keamanan, masyarakat yang kontra 
terhadap reklamasi merasa tidak aman 
dengan adanya reklamasi. Jika meminjam 
teori Buzan, reklamasi menyebabkan 
ancaman terhadap keamanan sosial dan 
keamanan lingkungan dari perspektif 
nelayan. Jika melihat dari kacamata 
masyarakat yang menolak reklamasi, 
maka posisi level keamanan berada pada 
level keamanan individu yaitu adanya 
ancaman terhadap kelangsungan hidup 
masyarakat nelayan yang disebabkan oleh 
adanya reklamasi. Jika melihat tujuan 
keamanan maka akn terkait dengan 
kapasitas aktor. Tujuan keamanan erat 
kaitannya dengan kapasitas aktor, yaitu 
aktor yang kuat dapat menggunakan 
berbagai cara untuk mencapai tujuan 
mereka, aktor yang cukup kuat dapat 
memperbaiki posisi mereka, sedangkan 
aktor yang lemah tidak pernah mencapai 
tujuan utama mereka dan berjuang untuk 
bertahan hidup dari hari ke hari.12 Konteks 
kapasitas aktor dalam permasalahan 
reklamasi dapat dilihat bahwa masyarakat 
nelayan termasuk dalam aktor yang 
cukup kuat dan pemerintah adalah aktor 
                                                          
12  P. J. Schäfer, “Human and Water Security in 
Israel and Jordan”, SpringerBriefs in 
Environment, Security, Development and Peace 
3, 2013, hlm.14. 
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yang kuat karena memiliki power dalam 
hal kebijakan. Masyarakat nelayan 
dikatakan sebagai aktor yang cukup kuat 
karena dapat memperbaiki posisinya. 
Upaya yang dilakukan oleh masyarakat 
yang menolak terkait dengan reklamasi 
yaitu dengan cara aksi protes dan 
pengajuan gugatan terhadap pemerintah 
dan pengembang. 
Masyarakat yang mendukung 
berpendapat bahwa reklamasi dapat 
menjadi solusi dalam mengatasi 
kekumuhan di Jakarta khususnya di 
kawasan Pantura Jakarta. Reklamasi juga 
dinilai akan berdampak baik untuk 
perekonomian dan dapat membuka 
lapangan kerja. Dengan adanya reklamasi 
diperkirakan akan membuka 1,2 juta 
lapangan pekerjaan dan akan menambah 
RTH dan RTB Jakarta. Menurut sebagian 
nelayan Pantura Jakarta, permasalahan 
hasil tangkapan ikan yang menurun di 
teluk Jakarta bukan diakibatkan oleh 
kegiatan reklamasi melainkan disebabkan 
oleh pencemaran di teluk Jakarta yang 
sudah tinggi. Mereka berpendapat bahwa 
sudah sejak lama nelayan Pantura Jakarta 
melaut lebih jauh ketengah melebihi 
wilayah yang dijadikan kawasan reklamasi 
yang berada di wilayah pinggir. Persepsi 
lainya yang mendukung reklamasi yaitu 
karena reklamasi merupakan sebuah 
kebijakan yang memiliki landasan hukum 
sehingga dalam pelaksanaannya sudah 
memiliki kekuatan hukum negara. Jika 
melihat dari perspektif masyarakat yang 
mendukung, maka reklamasi bukanlah 
sebuah ancaman. Masyarakat 
mendukung aktor yang memiliki kapasitas 
(power) dalam hal ini pemerintah. 
Pro kontra reklamasi tidak lepas dari 
isu politik di Jakarta tepatnya saat 
menjelang Pilkada 2017. Reklamasi 
menjadi isu yang disorot dalam visi misi 
calon Kepala Daerah. Isu reklamasi 
menjadi pembeda antara pasangan Anies-
Sandi dan Basuki-Djarot. Pasangan Anies-
Sandi menyebutkan dengan jelas akan 
menolak pembangunan reklamasi yang 
mana hal ini mendapat dukungan kuat 
dari masyarakat yang kontra reklamasi. 
Sedangkan pasangan Basuki-Djarot akan 
berniat terus melaksanakannya. Isu politik 
ini memberikan pengaruh pada persepsi 
setiap masyarakat khususnya di Jakarta. 
Adanya unsur politis terkait dengan 
penolakan reklamasi teluk Jakarta dalam 
Pilkada tahun lalu mungkin saja terjadi. 
Selain karena momentumnya adalah 
momentum kampanye untuk menarik 
dukungan masyarakat, faktanya 
masyarakat Pantura Jakarta tidak 
semuanya paham dan mengetahui 
tentang poyek reklamasi ini. Tingkat 
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pengetahuan nelayan di Cilincing, Muara 
Angke, dan Muara Baru (Nelayan Pantura 
Jakarta) tentang kegiatan reklamasi 
masih rendah.13 Tingkat pengetahuan 
yang masih rendah ini bisa saja 
menyebabkan isu reklamasi dapat 
dipolitisasi. 
Pro kontra reklamasi menunjukkan 
dua persepsi yang berbeda. Persepsi 
dibedakan menjadi dua yaitu persepsi 
positif dan persepsi negatif.14 Masyarakat 
yang pro cenderung menilai reklamasi 
adalah suatu hal positif sedangkan yang 
kontra menilai reklamasi adalah negatif. 
Persepsi yang positif menunjukkan 
dukungan terhadap apa yang dilakukan 
pemerintah dengan melakukan reklamasi. 
Persepsi yang negatif akan menolak 
proyek reklamasi. Faktor yang 
mempengaruhi persepsi masyarakat 
tentang reklamasi (positif dan negatif) 
dipengaruhi oleh nilai dan kebutuhan 
serta pengalaman individu. Masyarakat 
yang menolak reklamasi diantaranya 
adalah masyarakat pesisir Pantura 
Jakarta. Persepsi masyarakat pesisir 
Pantura Jakarta tentang reklamasi 
                                                          
13  Nono Sampono, Ari Purbayanto, John Haluan, 
Ahmad Fauzi, Budy Wiryawan, “Dampak 
Reklamasi Teluk Jakarta Terhadap Kegiatan 
Penangkapan Ikan di Teluk Jakarta”, Jurnal 
Perikanan dan Kelautan, Volume 2 Nomor 2, 
2012, hlm. 105-112.  
14 Irwanto, Psikologi Umum, (Jakarta: PT. 
Prenhallindo, 2002). 
umumnya adalah negatif. Hal ini karena 
reklamasi menggangu kepentingannya 
sebagai nelayan. Kepentingan nelayan 
yang terganggu seperti hilangnya sumber 
ikan terjadinya akumulasi limbah yang 
keluar dari dasar perairan. Persepsi positif 
reklamasi dapat dilihat dari sektor 
pengembang/ investor. Hal ini 
dikarenakan wilayah reklamasi akan 
memberikan keuntungan secara 
ekonomi. Wilayah Jakarta sebagai pusat 
ekonomi menjadi alasan untuk 
mengembangkan bisnisnya pada lahan 
baru. Salah satu cara menciptakan lahan 
baru tersebut yaitu dengan reklamasi. 
Faktor yang mempengaruhi persepsi 
individu yaitu nilai dan kebutuhan serta 
pengalaman terdahulu.15 
Berdasarkan pembahasan diatas 
dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat 
tentang reklamasi teluk Jakarta berbeda-
beda. Ada masyarakat yang mendukung 
(pro) ada juga yang menolak (kontra). 
Persepsi masyarakat tentang reklamasi 
teluk Jakarta juga dipengaruhi juga oleh 
adanya isu politik dalam Pilkada DKI 
Jakarta tahun 2017. Faktor yang 
mempengaruhi persepsi masyarakat yaitu 
                                                          
15  Abdul Rahman Shaleh, Psikologi suatu 
pengantar dalam perspektif Islam, (Jakarta: 
Kencana, 2009). 
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nilai dan kebutuhan individu serta 
persepsi yang dilandasi oleh pengalaman. 
Jika melihat Jakarta sebagai ibukota 
negara yang memiliki kedudukan vital dan 
strategis maka tantangan keamanan 
harus disikapi secara menyeluruh baik 
ancaman yang bersifat militer atau 
nirmiliter. Pengaruh reklamasi terhadap 
keamanan maritim yaitu terkait empat 
aspek yaitu lingkungan, ekonomi, sosial 
dan pertahanan keamanan. Reklamasi 
merupakan proyek yang besar yang 
dilakukan di pintu masuk jalur laut 
Jakarta. Posisi strategis teluk Jakarta akan 
dipengaruhi oleh adanya reklamasi dan 
dapat berpengaruh besar khususnya 
terhadap kondisi ekonomi, pertahanan 
dan keamanan. Saat ini reklamasi teluk 
Jakarta yang sedang dalam proses 
pembangunan ada tiga pulau yaitu Pulau 
C, D dan G. Masing-masing pulau ada yang 
sudah jadi 100% dan ada juga yang masih 
belum jadi. Pembangunan reklamasi saat 
ini terhenti sejak dicabutnya Raperda 
Reklamasi oleh Gubernur Jakarta. 
Berbicara keamanan maritim berarti 
berbicara mengenai ancaman keamanan. 
Ancaman keamanan maritim bersifat 
kompleks dan luas. Dengan mengetahui 
jenis ancaman maka langkah antisipasi 
dan solusi dapat dilakukan. Keamanan 
maritim disini terkait dengan kondisi 
aman, terbebas dari segala ancaman, 
gangguan atau masalah yang berasal 
dari/melalui perairan laut atau 
menggunakan laut sebagai media 
kejahatan dan pelanggaran hukum yang 
mengakibatkan kerugian baik yang 
bersifat materi ataupun non-materi. 
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan 
bahwa permasalahan keamanan maritim 
di teluk Jakarta pada umumnya adalah 
kecelakaan laut, pencemaran dan 
penyelundupan. 
Penting untuk membedakan 
konsepsi keamanan maritim (maritim 
security) dengan keselamatan maritim 
(maritime safety).16 Menurutnya, 
keamanan maritim merujuk pada 
tindakan-tindakan baik yang sifatnya 
preventif maupun responsif untuk 
melindungi domain maritim sebuah 
negara dari gangguan keamanan maupun 
tindakan yang melanggar hukum. 
Sementara keselamatan maritim, 
meskipun dari sisi tindakan sama-sama 
bisa preventif maupun responsif, namun 
penekanannya ada pada “dalam rangka 
mencegah atau mengurangi dampak dari 
kecelakaan atau bencana alam, kerusakan 
                                                          
 16  L.. Feldt, P. Roell, dan R.D. Thiele, Maritime 
Security–Perspectives for a Comprehensive 
Approach, (Berlin: Institut für Strategie-Politik-
Sicherheits-und Wirtschaftsberatung ISPSW, 
2013), hlm. 2. 
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lingkungan, resiko kehilangan dan lain 
sebagainya”. 
Tipe ancaman keamanan maritim di 
teluk Jakarta terdiri dari ancaman yang 
bersifat keamanan (maritime security) 
dan keamanan maritim yang bersifat 
keselamatan (maritime safety). Dalam 
penelitian ini kedua definisi tersebut 
(maritime security dan maritime safety) 
merupakan satu kesatuan dari konsepsi 
keamanan maritim. Berikut adalah tabel 
ancaman keamanan maritim di Teluk 
Jakarta (Tabel 1). 
 
Tabel 1. Tabel Ancaman Keamanan Maritim di 
Teluk Jakarta 
Kategori 
Ancaman 
Accidents Pollution Smuggling 
Maritime 
Security 
  √ 
Maritime 
Safety 
√ √  
Sumber: Olahan peneliti, 2017 
 
Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui 
ancaman keamanan yang masuk dalam 
kategori security yaitu penyelundupan 
sedangkan kategori safety adalah 
kecelakaan dan pencemaran. Dari 
karakteristik ancaman tersebut maka 
penanganan yang dilakukanpun berbeda. 
Jika ancaman keamanan akan lebih tepat 
dengan pelaksanaan pengawasan dan 
patroli laut makan ancaman keselamatan 
ditanggulangi dengan peraturan dan 
kebijakan. Untuk menanggulangi masalah 
pencemaran dan kecelakaan laut di teluk 
Jakarta maka pendekatannya dilakukan 
melalui peraturan dan kebijakan terkait 
lingkungan dan pelayaran. Pemerintah 
Daerah DKI Jakarta harus menegakkan 
peraturan dengan tegas dalam hal 
pembuangan limbah dan ketertiban 
perhubungan laut. Terkait dengan 
penyelundupan, pendekatan yang efektif 
dalam penanggulangannya adalah 
dengan cara patroli keamanan dan 
penggunaan intelejen. Unsur kekuatan 
dilaut harus dikedepankan seperti 
penambahan armada patroli dan 
optimalisasi peran intelejen. Dari kondisi 
eksisting permasalahan keamanan 
maritim teluk Jakarta diatas dapat 
diketahui upaya dalam 
penanggulangannya. 
Dalam matriks ancaman keamanan 
maritim di teluk Jakarta maka dapat 
diketahui aspek yang berpengaruh adalah 
aspek lingkungan (marine environtment) 
dan aspek ekonomi (economic 
development). Pencemaran dan 
kecelakaan laut cenderung lebih dekat 
dengan aspek lingkungan. Hal ini 
dikarenakan pencemaran secara langsung 
berakibat dan berdampak besar pada 
lingkungan dan kecelakaanpun demikian. 
Sebagai contoh, sebuah kapal tangker 
yang mengangkut muatan minyak 
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mengalami tabrakan dengan kapal lain 
maka minyak tersebut akan bocor dan 
tumpah ke laut sehingga menyebabkan 
pencemaran. Pencemaran yang berasal 
dari darat ataupun tumpahan minyak 
akan merusak ekosistem lingkungan dan 
biota didalamnya. 
Dalam matriks tersebut kejahatan 
penyelundupan dekat dengan aspek 
ekonomi (economic development). 
Penyelundupan merupakan aktifitas ilegal 
(melanggar aturan). Sebagai contoh 
penyelundupan narkoba. Narkoba 
merupakan obat-obatan terlarang, tetapi 
karena sifatnya yang adiktif maka 
permintaan terhadap narkoba selalu ada. 
Hal ini menjadi ladang bisnis untuk pihak 
yang memasok. Narkoba merupakan 
bisnis yang bersifat internasional dan 
melibatkan antar negara yang sebagian 
besar diselundupkan melalui jalur laut. 
Karena sifatnya yang melibatkan banyak 
negara maka narkoba termasuk dalam 
kejahatan transnasional. Kejahatan 
transnasional ini dalam 
penanggulangannya membutuhkan 
kerjasama antar negara.17 Indonesia 
menjadi negara tujuan penyelundupan 
narkoba karena permintaan/pengguna 
                                                          
17 Makmur Keliat, “Keamanan Maritim dan 
Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia”, Jurnal 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13 Nomor 1, 
2009, hlm. 111-129. 
narkoba banyak di Indonesia. Terlebih lagi 
Indonesia merupakan negara kepulauan 
yang bersifat terbuka sehingga akan 
mudah diakses. Penanggulangannya 
melalui pengawasan dan keamanan di 
wilayah laut. 
Teluk Jakarta merupakan pintu 
masuk jalur laut menuju ibukota negara. 
Ancaman keamanan maritim di teluk 
Jakarta tidak bisa dianggap kecil. Posisi 
teluk Jakarta sebagai jalur pelayaran 
internasional dan jalur ekonomi Indonesia 
memiliki peran penting. Hampir 50% 
lalulintas barang di Indonesia melalui 
teluk Jakarta. Teluk Jakarta juga 
merupakan rumah dari basis pertahanan 
laut Indonesia yaitu sebagai pusat 
Komando Armada Barat (KOARMABAR). 
Posisi strategis teluk Jakarta tidak hanya 
dalam aspek ekonomi tetapi juga aspek 
pertahanan keamanan khususnya 
keamanan ibukota negara. 
Melihat penting dan strategisnya 
teluk Jakarta maka pembangunan 
reklamasi 17 pualu menjadi sebuah 
perdebatan yang tidak berujung. Tujuan 
pemerintah melakukan reklamasi teluk 
Jakarta adalah untuk membuka sumber 
ekonomi baru. Dalam perjalanannya, 
reklamasi diwarnai dengan permasalahan 
seperti perijinan, pelaksanaan yang tidak 
sesuai aturan dan mengundang banyak 
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kecurigaan. Reklamasi dinilai sebagai 
sesuatu yang tidak perlu dilakukan untuk 
membuka ekonomi baru. Selain masih 
banyaknya permasalahan ibukota, proyek 
reklamasi yang dimotori oleh pemerintah 
pusat ini terkesan bertujuan untuk 
kepentingan sekelompok pengusaha saja. 
Kondisi vital dan strategis ibukota negara 
akan terancam dengan adanya reklamasi 
yang bertujuan untuk pemukiman dan 
pusat bisnis. 
Melihat peran strategis Jakarta 
sebagai ibukota negara, pembangunan 
reklamasi harus dikaji dengan kacamata 
strategis politis negara karena hakekat 
ancaman sekarang adalah sudah proxy 
war yang dalam pencegahannya tidak 
hanya melibatkan unsur militer saja tetapi 
juga unsur sipil. Proxy war yang dimaksud 
bisa melalui budaya, sumberdaya alam itu 
masuknya melalui pengusaha. Militer 
(keamanan) dan pengusaha (ekonomi) 
selalu bersebrangan sehingga apabila ada 
potensi proxy war melalui pengusaha, 
unsur militer atau polisi tidak bisa berbuat 
banyak. Jika saja negara mau 
memfasilitasi dan memanfaatkan anggota 
militer yang mempunyai kapasitas untuk 
mengatasi unsur proxy war/asimetris 
tersebut dengan memanfaatkan unsur 
intelejen-intelejen militer guna menangani 
ancaman tersebut. Reklamasi di teluk 
Jakarta dapat berpotensi masuknya 
investor-investor asing untuk 
“mengumpulkan kekuatan” yang akan 
sulit untuk diawasinya (karena 
tersamarkan). Ancaman-ancaman ini bisa 
berupa ancaman yang berkaitan dengan 
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya 
dan keamanan. 
Tujuan reklamasi untuk membuka 
sumber ekonomi baru masih diragukan 
dan dipertanyakan. Pelaksanaan 
reklamasi yang tidak tertib aturan dan 
berseberangan dengan banyak aspek 
menimbulkan banyak permasalahan. 
Secara makro mungkin saja reklamasi 
akan memberikan dampak dalam aspek 
ekonomi tetapi terkait ekonomi mikro 
tidak ada jaminan yang jelas dalam 
perencanaan reklamasi. Masyarakat 
nelayan yang wilayah tempat tinggalnya 
tergerus oleh adanya reklamasi akan 
memberikan pengaruh yang buruk 
terhadap ekonomi kelautan. Nelayan 
adalah tulang punggung perekonomian 
yang bersumber dari laut sehingga 
keberadaannya harus selalu diperhatikan. 
Sebagaimana tertuang dalam visi poros 
maritim yaitu pengelolaan sumberdaya 
laut yang menempatkan peran nelayan 
adalah penting. 
Kaitannya dengan keamanan 
nasional, reklamasi dapat berpotensi 
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menjadi pemicu terjadinya konflik sosial. 
Reklamasi yang dijadikan kawasn elit dan 
eksklusif yang tidak berkeadilan akan 
menimbulkan friksi-friksi dalam kelas 
sosial masyarakat. Masyarakat kelas sosial 
rendah akan merasa cemburu dengan 
masyarakat kelas sosial tinggi. Umumnya 
masyarakat nelayan adalah masyarakat 
sosial rendah yang sudah tinggal dan 
menetap di wilayah Pantura Jakarta 
sehingga apabila wilayah itu berubah dan 
menjadi kawasan baru yang ditinggali 
oleh orang lain selain mereka maka akan 
menimbulkan terjadinya konflik sosial. 
“Keamanan dalam negeri” dapat 
menjangkau spektrum yang luas, mulai 
dari kemiskinan, epidemi dan bencana 
alam, kerusuhan sosial, pertikaian antar 
golongan, kejahatan, pemberontakan 
bersenjata sampai dengan gerakan 
separatis bersenjata.18 Gangguan-
gangguan yang timbul karena 
kesenjangan sosial berpotensi menjadi 
ancaman serius bagi keamanan manusia, 
tanpa harus menjadi ancaman bagi 
bekerjanya institusi pemerintahan negara 
dan tidak berhubungan sama sekali 
dengan masalah keutuhan wilayah. 
Sementara itu, pertikaian antar golongan 
                                                          
18 Kustanto Anggoro, “Keamanan Nasional, 
Pertahanan Negara dan Ketertiban Umum”, 
CSIS, 2003, hlm.6. 
dapat menjadi ancaman serius bagi 
bekerjanya fungsi pemerintahan negara, 
meski bukan termasuk kedalam sebuah 
ancaman terhadap keutuhan wilayah. 
Gerakan separatis (berbeda dari 
pemberontakan bersenjata) adalah 
ancaman yang secara langsung berkaitan 
dengan keutuhan wilayah dan fungsi 
pemerintahan. Permasalahan reklamasi 
juga berpotensi mengancam keamanan 
nasional karena meskipun tidak 
mengancam wilayah kedaulatan dapat 
berpotensi mengancam fungsi 
pemerintahan negara. Reklamasi dapat 
mengancam fungsi pemerintahan negara 
melalui aktifitas-aktifitas yang tidak dapat 
dipantau dan diawasi di wilayah pulau-
pulau reklamasi. Penduduk pulau 
reklamasi dengan minimnya pengawasan 
akan berpotensi masuknya imigran asing 
yang menetap tanpa terdata. Dengan 
banyaknya warga negara asing yang tidak 
terpantau akan berpengaruh pada suaru 
saat pemilihan Gubernur DKI Jakarta. 
Jakarta merupakan ibukota negara yang 
memiliki kedudukan strategis maka 
pemimpin ibukota dapat bergerak leluasa 
dalam mengendalikan ibukota. 
Saat ini kondisi reklamasi tertahan 
dengan dicabutnya Raperda reklamasi 
oleh Gubernur Anies Baswedan. Proyek 
reklamasi harus segera dituntaskan 
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dengan menata kembali fungsi pulau-
pulau yang telah terbangun. Jabatan 
gubernur hanya singakt yaitu 5 tahun 
setelah itu harus melalui pemilihan 
kembali. Apabila proyek reklamasi tetap 
dilaksanakan tanpa pertimbangan yang 
melibatkan kepentingan masyarakat dan 
negara maka reklamasi sangat 
mengancam keamanan ibukota bahkan 
negara. Pemerintah daerah memiliki 
posisi penting dalam keamanan. Pemda 
memiliki peran penting dalam 
mewujudkan keamanan nasional. Pemda 
bisa menjadi garda terdepan dalam 
implementasi keamanan nasional karena 
berhubungan langsung dengan publik 
dan bersentuhan langsung dengan 
permasalahan di lapangan. Peran pemda 
terkait keamanan nasional yaitu 
mencakup keamanan publik, keamanan 
insani dan keamanana kedalam 
(keamanan dalam negeri).19 
Jika ditelaah lebih dalam proyek 
reklamasi akan memunculkan pertanyaa 
“berapa sih keuntungan untuk negara dari 
reklamasi?”. Dalam hal kedaulatan 
ekonomi siapakah yang diuntungkan 
apakah negara atau provat sektor? Jika 
memang reklamasi dikuasai seluruhnya 
                                                          
19  Muradi, Sistem Pertahanan Keamanan Negara: 
Analisis Potensi dan Problem, (Bandung: Pusat 
Studi Politik dan Keamanan, Universitas 
Padjadjaran,2001), hlm.97. 
oleh negara yaitu mendapatkan negara 
mendapatkan lahan, kemudian negara 
mengelola sendiri dan reklamasi menjadi 
wilayah publik maka hal itu tentunya akan 
lebih baik. Tanah reklamasi adalah 
kewenangan negara. Dari aspek 
lingkungan, ekonomi, sosial pertahanan 
dan keamanan, reklamasi teluk Jakarta 
lebih banyak merugikan. Negara tidak 
diuntungkan dalam hal ini. Kedaulatan 
tertinggi ada ditangan rakyat. 
Kepentingan reklamasi jika tidak 
bertentangan dengan kepentingan rakyat 
maka boleh tetapi jika hanya untuk 
kepentingan sebagian kelompok tertentu 
maka reklamasi akan berdampak buruk. 
Sampai saat ini masih belum ada political 
will pemerintah untuk benar-benar 
melaksanakan apa itu yang dikatakan 
kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat 
yang merupakan kedaulatan tertinggi.20 
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
penegakkan sistem kedaulatan hukum 
masih belum benar-benar dilaksanakan. 
Prinsip dasar negara kedaulatan ada di 
tangan rakyat dan dasar negara sebagai 
negara hukum kemudian diabaikan. 
Kepentingan publik dikesampingkan 
dibanding keuntungan privat 
                                                          
20  Hasil wawancara dengan Vera Wheni 
Setijawati di Kampus UNTAR pada 31 oktober 
2017. 
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sektor/keuntungan pihak-pihak tertentu, 
pihak-pihak pemilik saham, dan pemiliki 
perusahaan. 
Kasus reklamasi ini bisa mengambil 
pelajaran dari kasus-kasus lain yang 
serupa seperti kasus Freeport. Dalam 
kasus Freeport dapat dilihat bahwa 
hukum dikalahkan oleh investor. Tidak 
terhitung hasil alam yang dinikmati oleh 
pihak luar yang manfaat untuk Indonesia 
sendiri sangat kecil dan bahwa tidak ada. 
Karena indonesia negara berkembang 
dan banyak kekayaan alam maka banyak 
yang bisa diinvestasikan dan akhirnya 
dikelola secara koorporasi. Adanya 
disintegrasi bangsa yang disebabkan oleh 
politik dan ekonomi akan berpengaruh 
pada keamanan nasional. Potensi 
ancaman seperti human trafficking sulit 
untuk diawasi negara begitu pula 
ancaman penyelundupan narkoba yang 
sudah nyata ada. Ancaman-ancaman 
tersebut sudah terindikasi dapat terjadi di 
pulau reklamasi. Untuk mengukur 
besarnya potensi ancaman reklamasi 
maka negara harus turun tangan. 
Reklamasi bukan sesuatu hal yang 
dilarang untuk dilakukan karena sudah 
jelas ada aturan dan UU nya. Dalam 
Perpres Nomor 122 Tahun 2012 dijelaskan 
bahwa reklamasi harus memenuhi 3 
syarat utama yaitu sosial, lingkungan dan 
ekonomi (ekonomi makro dan mikro). 
Reklamasi tidak akan menimbulkan 
konflik jika dilakukan di wilayah/areal 
yang kosong dan tidak ada aktifitasnya. 
Contoh reklamasi yang berguna dan perlu 
dilakukan seperti reklamasi di Pulau Nipa. 
Jika salah satu syarat dari tiga syarat 
tersebut tidak terpenuhi maka reklamasi 
akan berdampak negatif dan merugikan. 
Dalam UU Depdagri Nomor 23 
Tahun 2015 menyatakan bahwa Pemkab 
tidak memiliki kewenangan atas laut. 
Sebelumnya Pemkab memiliki 
kewenangan sejauh 4 mil laut namun 
sekarang masuk kedalam 
kewenangannya Provinsi. Hal ini 
berdampak pada tersendatnya program 
rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil (RZWP3K). Provinsi tidak siap 
untuk penyusunan rencana zonasi ini 
karena faktor pendanaan (yang tadinya 
anggaran itu ada di kabupaten), SDM dan 
aset. Pihak kabupaten tidak mudah untuk 
memberikan SDM dan asetnya kepada 
pemerintah provinsi, pasti ada 
birokrasinya, perlu proses yang tidak 
mudah. Hal ini menyebabkan terjadinya 
konflik antara Pemda dan Pemkab. Selain 
itu, terjadi juga tarik menarik kewenangn 
seperti contohnya Kawasan Strategis 
nasional (KSN), secara kewenangan 
adalah pemerintah daerah sejauh 12 mil 
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tetapi apabila itu kepentingan pusat maka 
tetap dilakukan. Ada miss komunikasi 
antara pemerintah pusat dengan 
pemerintah daerah. Provinsi memiliki 
kewenangan RZWP3K sementara pusat 
punya RZKSN, RZKSNT. Dari hal tersebut 
dapat dilihat banyak yang harus 
dikoordinasikan, sementara yang tidak 
terkoordinasikan dengan baik adalah 
jadwal dan anggaran, kadang lama dalam 
pelaksanaannya. Belum lagi ada intervensi 
dari pengembang seperti kasus M. Sanusi. 
Banyak potensi konflik yang akan terjadi. 
Sebenarnya dalam perencanaan dan 
pelaksanaan reklamasi ada hitung-
hitungannya matematisnya. Perhitungan 
ini disebut sebagai Total Allowable Area 
for Coastal Reclamation (TAACR). TAATCR 
adalah gabungan dari parameter sosial, 
ekonomi dan lingkungan yang digunakan 
untuk menghitung seberapa luas area 
maksimum dan lokasi ideal untuk 
reklamasi di suatu wilayah. Untuk bisa 
melakukan perhitungan TAACR 
diperlukan data yang banyak terkait 
dengan aspek lingkungan, sosial dan 
ekonomi. Data yang diperlukan untuk 
perhitungan pemodelannya tidak hanya 5-
10 tahun tetapi minimal data 50 tahun 
terakhir. Tentunya hal ini tidak dilakukan 
pada reklamasi teluk Jakarta. Selain 
karena data yang tidak ada dan sulit, 
stakeholder yang harusnya berwenang ini 
pun masih belum jelas. Reklamasi mau 
ngga mau pasti mengganggu lingkungan. 
Lingkungan memiliki daya lenting, ketika 
ada suatu kesetimbangan diganggu maka 
akan mencari kesetimbangan baru dalam 
waktu tertentu. Yang menjadi 
pertanyaannya adalah terkait dengan 
seberapa cepat mencapai kesetimbangan 
tersebut. 
Teluk Jakarta sudah lama tercemar 
sehingga hal yang penting adalah terkait 
penegakan aturan, pengawasan dan 
disiplin begitupun dalam proyek 
reklamasi. Ketika pulau-pulau sudah ada 
maka manajemen dan pengelolaannya 
harus diperketat. Jangan sampai pulau 
reklamasi menambah masalah baru 
seperti menjadi tempat sampah yang 
mengalir dari sungai ke laut. Reklamasi 
teluk Jakarta banyak mendapat keraguan 
dalam pelaksanaannya yang berkeadilan. 
Sebagai contoh dalam hal manjemen, 
Provinsi DKI Jakarta sudah sejak dahulu 
mempunyai Program Kali Bersih 
(Prokasih), namun faktanya sampai saat 
ini sungai di Jakarta mayoritas masih 
kotor dan tercemar. Dalam hal 
pengawasan, pada saat dilakukan 
moratorium oleh Rizal Ramli, dari satelit 
terlihat ada pulau C dan D menyambung. 
Hal ini sudah menyalahi aturan 
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seharusnya terpisah dengan jarak 300 
meter. Hal ini sudah menyalahi Amdal dan 
aturan tetapi apakah cukup responsif 
menindaknya? Keraguan-keraguan ini 
dikarenakan penilaian terhadap sifat 
orang Indonesia yang masih tidak disiplin. 
Pengawasan dan regulasi kurang bisa 
ditegakkan. 
Terkait dengan navigasi di teluk 
Jakarta, sudah jelas bahwa wilayah teluk 
Jakarta sebagian besar adalah lingkungan 
kerja Pelabuhan Sunda Kelapa dan 
Pelabuhan Tanjung Priok (Kemhub). 
Kemhub yang memiliki wilayah kerja 
terbesar di Teluk Jakarta akan 
terpengaruh dengan adanya pulau-pulau 
reklamasi. Jarak antara pulau 
direkomendasikan selebar 600 meter. Hal 
ini bertujuan agar tidak cepat terjadi 
proses sedimentasi sehingga pelabuhan 
tidak sering mengeruk. Namun faktanya, 
rekomendasi tersebut tidak dilakukan. 
Persitiwa ini dimungkinkan sebagai 
langkah politis ketika sering terjadi 
sedimentasi maka pengerukan semakin 
sering dilakukan pengembang akan sering 
membayar biaya pengerukan tersebut 
Dengan adanya fenomena seperti itu 
dapat dikatakan bahwa pembangunan di 
indonesia masih berorientasi politik. 
Bila reklamasi ingin dilanjutkan, ia 
harus mempertimbangkan dampak 
lingkungan, sosial, ekonomi, pertahanan 
dan keamanan secara menyeluruh. Harus 
dilakukan perancangan ulang secara 
menyeluruh berdasarkan kajian ilmiah 
berbasis data primer dari multi disiplin. 
Hal ini bertujuan agar dapat ditemukan 
skenario kebijakan terhadap berbagai 
risiko multi dimensi, termasuk potensi 
ancaman yang kompleks dan luas 
terhadap stabilitas nasional. Proses 
perancangan juga harus melibatkan 
publik dan terbuka (transparan). 
Reklamasi teluk Jakarta 
berpengaruh negatif terhadap keamanan 
maritim. Aspek yang yang mendapat 
pengaruh reklamasi yaitu aspek 
lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi 
dan aspek pertahanan keamanan. Dalam 
pembuatan perencanaan reklamasi teluk 
Jakarta harus melibatkan seluruh aspek 
dan multistakeholder yang bertujuan 
untuk kepentingan umum. Selain itu, 
pentingnya aspek pertahanan keamanan 
khususnya keamanan maritim dalam 
perencanaan reklamasi teluk Jakarta. 
 
Simpulan dan Saran 
Simpulan 
Berdasarkan pembahasan terhadap hasil 
penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
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1. Persepsi masyarakat tentang reklamasi 
teluk Jakarta berbeda-beda ada yang 
mendukung ada juga yang menolak. 
Masyarakat yang menolak reklamasi 
disebabkan oleh beberapa hal yaitu 
reklamasi merusak lingkungan laut, 
menyebabkan kerugian pada nelayan, 
reklamasi bukan solusi alternatif 
permasalahan di Jakarta, kegiatan 
reklamasi rawan praktik korupsi dan 
reklamasi dinilai hanya akan 
menguntungkan sekelompok pihak 
saja. Masyarakat yang mendukung 
reklamasi berpendapat bahwa 
reklamasi akan menghasilkan 
keuntungan secara ekonomi. 
Keuntungan dari reklamasi dapat 
digunakan untuk merevitalisasi 
kawasan di Jakarta khususnya 
kawasan Jakarta Utara. Selain itu, 
reklamasi juga akan membuka 
lapangan kerja sekitar 1,2 juta lapangan 
kerja. Pulau-pulau reklamasi juga 
bertujuan sebagai ruang tebuka hijau 
(RTH) dan ruang terbuka biru (RTB) 
yang mana pada saat ini di Jakarta 
sangat kurang sekali RTH dan RTBnya. 
Adanya isu politik terkait dengan 
pemilihan Gubernur DKI Jakarta 
memberikan pengaruh terhadap 
persepsi masyarakat tentang reklamasi  
teluk Jakarta. Persepsi masyarakat 
tentang reklamasi teluk Jakarta 
dipengaruhi oleh faktor nilai dan 
kebutuhan serta pengalaman individu. 
2. Reklamasi teluk Jakarta berpengaruh 
negatif terhadap keamanan maritim. 
Reklamasi berpengaruh terhadap 
aspek lingkungan, sosial, ekonomi, 
pertahanan dan keamanan. Reklamasi 
menjadi permasalahan karena 
perencanaannya tidak sesuai dengan 
peraturan yang ada. Selain itu, 
perencanaan yang tidak melibatkan 
banyak stakeholder terkait berpotensi 
sebagai ancaman yang lebih besar dan 
luas. Dalam mendukung keamanan 
nasional maka reklamasi harus 
mempertimbangkan dampak 
lingkungan, sosial, ekonomi, 
pertahanan dan keamanan secara 
menyeluruh. Harus dilakukan 
perancangan ulang secara menyeluruh 
berdasarkan kajian ilmiah berbasis data 
primer dari multi disiplin. Hal ini 
bertujuan agar dapat ditemukan 
skenario kebijakan terhadap berbagai 
risiko multi dimensi, termasuk potensi 
ancaman yang kompleks dan luas 
terhadap stabilitas nasional. Proses 
perancangan juga harus melibatkan 
publik dan terbuka (transparan). 
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Saran Teoritis 
1. Disarankan untuk melakukan 
penelitian lanjutan pada topik ini 
dengan menggunakan perspektif 
ekonomi untuk mengetahui 
keuntungan yang akan diterima oleh 
negara dengan adanya reklamasi. 
2. Disarankan untuk melakukan 
penelitian lanjutan pada topik ini yang 
bertujuan untuk mengukur seberapa 
besar potensi ancaman keamanan 
reklamasi teluk Jakarta terhadap 
stabilitas dan keamanan negara. 
 
Saran Praktis 
Reklamasi harus berdampak positif 
terhadap keamanan maritim. Supaya 
reklamasi teluk Jakarta tidak bermasalah 
dan berdampak negatif terhadap dengan 
keamanan maritim maka perencanaan 
reklamasi harus melibatkan berbagai 
aspek termasuk aspek pertahanan 
kemanan. Jika reklamasi diterukan maka 
aspek keamanan maritim perlu 
dimasukan dalam perencanaannya. Jika 
reklamasi teluk Jakarta tidak dilanjutkan 
maka aspek keamanan maritim tetap 
penting untuk menciptakan kondisi teluk 
Jakarta yang aman dan kondusif. 
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